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ABSTRAK

Pela gandong di Maluku pada umumnya sering diartikan sebagai hubungan
persaudaraan sekandung dari satu Ayah dan Ibu. Hubungan pela gandong ini
biasanya mengikat antara satu desa dengan desa lainnya karena sebap perjanjian
yang dibuat oleh nenek moyang.

Norma hukum adat tetap relevan hingga sekarang ini seperti yang dijalankan
negeri Thamahu dan Amahai. Pela gandong lhamahu dan Amahi dulunya
digambarkan di atas sebuah tugu yang tertuliskan "lhamahu dan Amahai dilarang
kawin", tulisan itu memaknai bahwa kedua negeri atau desa adalah saudara
kandung seperti saudara sekandung dari satu Bapa dan satu Ibu. Dari makna
larangan perkawinan itu memberikan arti besar untuk kedua negeri atau desa,
bahwa mereka adalah saudara sekandung. Oleh karena itu mereka dilarang untuk
menikah. Sedangkan dalam Islam tidak mengenal hal demikian, Islam
membolehkan sesama muslim tetap bisa untuk saling mengawini selagi tidak ada
syari’at Islam, seperti dalam al-Quran dan hadis.

Namun demikian dalam sejarah Islam mengenal persaudaraan seperti
muhajirin dan anshar, malah mereka diperbolehkan menihkah oleh Nabi untuk
mempererat silaturahim. Berbeda dengan persaudaraan pela gandong yang ada di
Imahahu dan Amahai, perjanjian saudara ini dilarang untuk menikah karena
dianggap sebagai saudara kandung atau sedarah. Melihat hal demikian menurut
penyusun hukum adat pela gandong menurupakan kasus yang harus dikaji, karena
ini adalah sesuatu yang belum ditemukan dalam syari'at Islam. Maka penyusun
bermaksud mengkaji dari prespektif Magqgashid al-Syari‘ah. Adapun beberapa
pokok masalah dari perencanaan penelitian adalah: Apa penyebab larangan
perkawinan dilaksanakan di negeri Thamahu dan Amahai?, Bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap larangan perkawinan pela gandong bila dilihat dari
prespektif Magashid al-Syari'ah?

Rencana penyusunan, digunakan pendekatan normatif. yaitu pendekatan
dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan
masyarakat yang didasarkan hukum Islam.

Penggunaan metode yang digunakan adalah metode-deduktif. Yaitu dari
data-data pengamatan larangan kawin karena pela gandong yang bersifat umum
yang berakhir pada suatu kesimpulan, berupa kesimpulan baru yang bersifat
khusus dengan menetapkan hukum larangan perkawinan pela gandong dari
prespektif Maqashid al-Syari'ah bahwa larangan perkawinan pela gandong
memang diperbolehkan mengingat makna larangan perkawinan pela gandong
yang bersifat positif dan lebih besar maslahatnyat daripada mudharatnya.
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba‘ B ’
o Ta’ T -
o Sa S S (dengan titik di atas)
7 Jim J -
7 Ha“ H H (dengan titik di bawah)
f Kha' Kh -
> Dal D -
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
B Ra‘ R -
B} Zai Z -
B Sin S -
U'" Syin Sy -

Vi



Sad S S (dengan titik di bawah)

%

Dad D D (dengan titik di bawah)

Ta' T T (dengan titik di bawah)

Z (dengan titik di bawah)

G e e |6 |6 |-
O\
N

‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
Gain G .
Fa‘ F
& Qaf Q
4 Kaf K
J Lam L
B) Nun N
9 Wawu W
2 Ha’ H
Apostrof (tetapi tidak
s Hamzah ’ dilambangkan apabila ter-letak
di awal kata)
S Ya' Y -

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau
monoftong dan rangkap atau diftong.
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a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
i Fathah a
= Kasroh i
! Dammah u
Contoh:
S _ kataba
Jis swila

b. Vokal Rangkap

lambangnya berupa

tanda atau harkat,

Nama

A . yazhabu

)55 - zukira

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& - / ..... Fathah dan ya ai
S L~ Fathah dan wawu au
Contoh:
u_\S - kaifa
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda

Nama Huruf Latin

Fathah dan alif atau alif a

viii

Nama
adan i

adanu

d}! - haula

berupa harkat dan huruf,

Nama

a dengan garis di atas



Maksurah

S Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

(=]

EJE— dammah dan wawu u dengan garis di atas

Contoh:
Jé . qala Ji - qila
(X)) - rama dsu - yaqulu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah "T°.

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "H”
Contoh: 4alh Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: 43all g - raudah al-Jannah



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: & )- rabbana

a2 - nu’imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
«Jp. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
Contoh : déw)x\ — ar-rajulu
Bafull - as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf komariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf komariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti
oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh: em\ - al-qalamu Il -al-jalalu

Q—‘J-‘M - al-badi’u



7. Hamzah

8.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh :
L.,—\ﬁ’ - syai’un ‘—L)A\ - umirtu

s‘«)—'” - an-nau’u 09 _ ta’khuzuna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

Cd ) )5\ o }@J 4| O)s - Wa innallaha lahuwa khair ar-ra_lziq_in

Q\)':.‘AS\J d.-.‘ﬁ\ \j-s'ji-‘." - Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

Xi



10.

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

J EnD) Y) Jasala 9 - Wama Muhammadun illa Rasul
ol e s, dfj\ Ol - Inna awwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh :
8 C:\éj A (4 pad - Nasrun minallahi wa fathan qorib

t—’—\ﬁj“y\ A _Lillahi al-amru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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MOTTO

BUKAN TAU ATAU TIDAK TAU,
TAPI YAKINI ATAU TIDAK YAKIN'

Yakin Co........ ?
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KATA PENGANTAR
an ll Gas ) s
O g8l 5 SN AN o agal Al s Waall sl e s 4a g cppal ) ) b desll
A Ll praal dasniagall e g aaaa e alig Jea aglll AY gu ) laesa

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan
yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya,
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motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.

Tidak lupa terima kasih penyusun kepada pihak-pihak yang telah membantu di
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

IThamahu dan Amahai adalah negeri atau desa yang berada di propinsi
Maluku dengan ibukota bernama Ambon, sebuah wilayah yang terletak di
Indonesia bagian timur. Dua negeri ini terpisah oleh laut, Amahai terletak di
pulau Seram dan Ihamahu di pulau Saparua. Sejarah mencatat kedua negeri
ini memegang prinsip adat yang diwariskan nenek moyang zaman dulu
hingga sekarang ini. Salah satunya adat persaudaraan sekandung yang dikenal
masyarakat Maluku sebagai adat pela gandong.

Pada dasarnya ada tiga jenis pela yang ditetapkan, yakni: (1) pela karas;
(2) pela gandong atau bungso; (3) pela tempat sirih. Pela keras itu timbul
karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting, biasanya sehubungan
dengan peperangan seperti pertumpahan darah, peperangan yang tak
membawa penentuan (kalah atau menang), atau bantuan khusus dari satu
negeri kepada negeri lain. Pela jenis kedua (pela gandong atau bungso)
adalah berdasarkan ikatan turunan, artinya, satu atau lebih banyak mata
rumah dalam negeri-negeri yang berpela itu, menganggap diri sebagai satu
turunan, hal mana dialihkan kepada negeri-negeri seutuhnya ketika perjanjian
pela diadakan. Pela tempat sirih itu diadakan setelah suatu peristiwa yang
tidak begitu penting berlangsung, umpamanya: memulihkan damai kembali
sehabis suatu insiden kecil atau setelah satu negeri berjasa terhadap negeri

lain. Pela jenis ketiga ini juga ditetapkan untuk memperlacar hubungan
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perdagangan.1 Pada umumnya pela di Maluku mempunyai aturan-aturan yang

tidak boleh dilanggar oleh kedua negeri atau desa. Pela didasari atas empat

ketentuan sebagai berikut:

1.

Negeri-negeri yang berpela itu berkewadjiban untuk saling membantu
pada masa genting (bencana alam, peperangan dan lain-lain.);

Jika Diminta, maka negeri yang satu itu wajib memberi bantuan kepada
negeri yang lain yang hendak melaksanakan proyek-proyek demi
kepentingan kesejahteraan umum, seperti umpamanya: pembanguanan
rumah-rumah ibadah seperti gereja, mesjid; atau bangunan-bangunan
umum.

Kalau seseorang mengunjungi negeri yang berpela itu, orang-orang negeri
itu wajib untuk memberi makanan kepadanya; tamu yang sepela itu tidak
usah minta izin untuk membawa pulang apa-apa dari hasil tanah atau
buah-buahan menurut kesukaannya;

Semua penduduk negeri-negeri yang berhubungan pela itu dianggap
sedarah; sebab itu dua orang yang sepela itu tidak boleh kawin karena
dipandang sumbang. Tiap pelanggaran terhadap aturan itu akan dihukum
keras oleh nenek moyang yang mengikrarkan pela itu. Contoh-contoh
penghukuman yaitu sakit, mati dan kesusahan lain yang kena orang yang
melanggar sendiri ataupun anak-anaknya. Biasanya mereka yang
melanggar pantangan kawin itu akan ditangkap kemudian mereka disuruh

berjalan mengelilingi negeri-negerinya, dengan hanya berpakaian daun-

" http://dolfis.wordpress.com/budaya-maluku/pela-gandong



daunan kelapa sedangkan penghuni negeri mencaci makinya. Sebaliknya
pula pela tempat sirih diadakan dengan tiada bersumpah, hanya dengan
menukar dan mengunyah sirih bersama, suatu kebiasaan adat untuk
mengaitkan persahabatan antara orang yang tidak mengenal satu sama
lain. Memang pela tempat sirih itu sebetulnya merupakan suatu perjanjian
persahabatan. Kawin-mengawin diperbolehkan dan segala tolong
menolong itu adalah bersifat sukarela dan tidak dituntut mutlak karena
ancaman penghukuman nenek-nenek moyang.

Sedangkan pela gandong itu sendiri bagi masyarakat Maluku dapat
diartikan sebagai "Perserikatan antara suatu atau beberapa negeri lain.
Perserikatan yang didasarkan pada hubungan persaudaraan sejati, dengan isi
dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun
tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian yang

% -
"“ Dengan demikian

dimaksud sebagai dasar hukumnya dari waktu ke waktu
ada dua hal yang menyebabkan terjadinya suatu ikatan pela gandong antara 2
negeri atau lebih. "Pertama dikarenakan hubungan persaudaraan sejati yang
menurut cerita leluhur dari negeri-negeri yang bersangkutan adalah
bersaudara sekandung. Kedua ikatan pela gandong yang dikarenakan

pengangkatan sebagai saudara. Hal ini sebagai balas jasa dari negeri yang satu

kepada negeri yang lain yang membantunya, baik ketika terjadi peperangan

2J.E. Lokollo, Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon, cet. ke-1 (Ambon:
Lembaga Kebudayaan Maluku, 1996), him. 5.



maupun ketika negeri itu tertimpa musibah dan mendapat bantuan yang
bersifat sosial".

Di Maluku, ikatan-ikatan pela gandong itu mengandung unsur-unsur
relegie-magis, artinya ikatan tersebut tidak terlepas dari kepercayaan kepada
leluhur, roh orang-orang yang meninggal dan kekuatan gaib.’ Sehingga dapat
dikatakan bahwa, suatu ikatan pela gandong terwujud untuk selama-lamanya,
sesuai dengan kehendak roh orang-orang yang telah meninggal, dan juga oleh
sebab orang-orang yang masih hidup takut mengalami suatu malapetaka jika
mereka berani menghapuskan atau melanggar ikatan itu.

Salah satu ketentuan pela antara negeri Imahahu dan Amahai yaitu
larangan kawin. Sebagaimana tertulis dalam sebuah prasasti pela "diarak
lhamahau-Amahai dilarang kawin”, yang dituliskan di atas sebuah tugu.
Adatnya adalah seorang perempuan dan laki-laki dilarang untuk kawin karen
dianggap sebagai saudara kandung.4 Dalam syari'at Islam tidak mengenal
larangan kawin adat pela gandong, tak ada satu aturan khusus yang melarang
kawin antara negeri satu dan lainnya. Islam membolehkan untuk saling
mengawini selagi tidak ada petunjuk nash yang melarangnya. Adat larangan
kawin tersebut masih berjalan sampai sekarang ini dan masyarakat [Thamahu
dan Amahai sangat memegang teguh hukum adat tersebut.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, penyusun

menegaskan untuk membahas masalah ini lebih lanjut dengan tinjaun hukum

3 Dokumentasi Pengurus PAASA (Persatuan Anak-Anak Samasuru, Amalatu, Ameth)
Ambon, Sejarah "Pela"” Ameth-Ema, (Maluku: Percetakan Daerah, 1972), hlm 4.

* http://radiobakubae.com/swara_view.asp?id=269



Islam, dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap
Larangan Perkawinan Karena Asas Pela Gandong (Studi Kasus Antara

Negeri Imahahu Dan Amahai Di Maluku Tengah)".

B. Pokok Masalah
1. Apa penyebab larangan perkawinan antara masyarakat negeri lhamahu dan
Amahai menurut ketentuan adat pela gandong?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pela

gandong bila dilihat dari prespektif Magashid al-Syari'ah?

C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan

a. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran obyektif penyebab
larangan perkawinan pela gandong di negeri lhamahu-Amabhai,

b. Bertujuan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin
karena adat pela gandong di negeri IThamahu-Amahai dari prespektif
Magashid al-Syari'ah.

2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Untuk memberi sumbangan kepada Ilmu pengetahuan dan memperkaya

khazana ilmu-ilmu keislaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum

Islam pada khususnya.



b. Untuk konstribusi pada masyararakat umumnya dan masyarakat Maluku
khususnya, dalam menilai larangan kawin pela gandong dari kacamata

Islam prespektif Magashid al-Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak studi yang dilakukan sekitar pela gandong. Di antaranya
studi terhadap pela gandong meliputi:

"Seri Budaya Pela-Gandong Dari Pulau Ambon.", Penulis J. E.
Lokollo, Buku ini banyak membahas hukum Pela Antara negeri-negeri di
pulau Ambon dan larangan perkawinan pela gandong antara negeri-negeri di
pulau ambon. Lebih lanju penjelasannya bahwa salah satu sumber hukum
laranagan kawin sepela gandong adalah perjanjian, sudah ketahui bahwa
perserikatan dibentuk berdasarkan perjanjian, baik tertulis maupun tidak
tertulis, sesuai dengan persetujuan yang dicapai oleh para pihak negeri
(negeri-negeri anggota).

Saling membutuhkan antara negeri-negeri yang berpela di lapangan
kehidupan tertentu yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan
terus-menerus antara mereka, menimbulkan pula kepentingan untuk
memelihara dan mengatur hubungan demikian.

Karena hubungan antara mereka timbal balik sifatnya, maka
kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang
bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama untuk

menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antra mereka, dibutuhkan



hukum menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan
yang teratur.

Untuk itulah, sejak ratusan tahun lampau hingga kini, pada saat
berlangsungnya pertemuan perserikatan, dihasilkan perjanjian pela (tidak
tertulis maupun tertulis) yang disepakati sebagai hukum pela.’

Studi tehadap tulisan ilmiah Ny. F. Sahusilawane: "Laporan penelitian
Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, Sejarah Lahirnya Pela Dan Gandong
Antara Negeri-Negeri Di Pulau Ambon"® Dalam laporan penelitinya
menjelaskan secara meluas mengenai pela gandong, mulai dari sejarah lahir
pela gandong, makna pela dan gandong. termasuk juga mengungkapkan
sebap larangan kawin karena pela gandong di negeri-negeri Ambon.
Dijelaskannya salah satu sumber hukum adalah perjanjian yang diwaktu
dahulu dicapai oleh piah-pihak yaitu datuk-datuk dari negeri datuk-datuk dan
dari negeri-negeri yang mempunyai ikatan pela. Oleh karena saling
membutuhkan di antara negeri-negeri yang berpela maka hubungan adat itu
terus dipelihara di dalam suatu hukum yang disebut hukum pela. Hukum pela
adalah keseluruan kaedah dan asas tertulis maupun yang tidak tertulis yang
mengatur hubungan antara persoalan yang melintasi batas-batas teritorial

. 27
negeri-negeri.

5 Ibid., hlm. 26.

7 Ny. F. Sahusilawanw, Sejarah Pela Dan Gandng Antara Negeri-Negeri Di Pulau
Ambon, (Ambon: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ambon, 2003). hlm. 3



Izac Tulalesy dalam karya tulisnya yang berjudul "Pela Gandong
Sebagai Katup Pengaman di Maluku." Mengatakan bahwa secara
antropologis dan sosiologis, maka sesungguhnya dalam kehidupan sosial,
terutama pada daerah pedesaan di Maluku Tengah, terdapat tiga
pengelompokan masyarakat, yaitu anak negeri sarani, anak negeri salam, dan
orang dagang. Perekat sosial antar suatu kelompok lainnya berbeda-beda.
Perekat sosial yang mengikat hubungan sosial anak negeri sarani dan anak
negeri salam, antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya pela gandong
yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mempengaruhi
perilaku sosial kedua kelompok masyarakat ini.

Dari buku-buku atau artikel di atas jelas terlihat pela gandong memang
sudah banyak yang meneliti. Namun tulisan-tulisan atau buku-buku yang
menjelaskan secara khusus pada larangan kawin pela gandong dalam
pandangan lalam masih sangatlah minim, salah satu karya ilmiah yang pernah
membahas larangan perkawinan pela gandong dari pandangan Islam adalah:

Skripsi yang disusun saudara Rifyatul Fachri Tatuhey dengan judul:
"Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Pela Gandong (Studi
Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku
Tengah)." Skripsi ini adalah perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum
adat pela gandong di Maluku, menjelaskan persaman dan perbedaan antara

hukum Islam dan hukum adat pela gandong dalam konsep larangan

§ Izas  Tulalessy, Pela  Gandong  Sebagai  Katup  Pengaman  Di

Maluku http://www.go.to/ambon, Kamis 19 Mei 2005, Akses tangal 28 Oktober 2008




perkawinan. Bahwa pada kesimpulannya terdapat persamaan di dalam konsep
larangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum Adat, yaitu tidak
membenarkan adanya ikatan perkawinan antara dua orang yang berasal dari
keturunan atau garis geneologis yang sama. Akan tetapi jika ditinjau lebih
dalam dua konsep hukum tersebut perbedaanya adalah:

Hukum Islam membatasi jarak pertalian darah yang tidak boleh
dikawini. Hal ini tergambar pada sebab keturunan. Sementara dalam adat pela
gandong tidak ada batasan khusus dalam keturunannya, sehingga mungkin
saja regenerasi .

Skripsi Rifyatul Fachri Tatuhey memang memiliki persamaan dengan
skripsi penyusun, yaitu sama-sama membahas larangan perkawinan pela
gandong. tetapi skripsinya tidak membahas secara khusus masalah
menentukan hukum larangan perkawinan pela gandong dari kacamata Islam,
skripsinya lebih terfokus pada perbedaan dan persamaan larangan perkawinan
dalam Islam dan Larangan perkawinan pela gandong (studi koporatif).
Sedangkan skripsi penyusun mencoba untuk menentukan hukum menurut
hukum Islam boleh atau tidak bolehnya larangan perkawinan pela gandong
dalam hukum Islam prespektif Magashid al-Syari'ah.

Selain itu dalam penelitian saudara Rifyatul Fachri Tatuhey, ia meneliti
secara global semua desa-desa atau negeri-negeri di Maluku Tengah dan

negeri di pulau Ambon yang memiliki hubungan pela gandong. Sedangkan

’ Rifyatul Fachri Tatuhey, Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Pela
Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku
Tengah), (Yogyakata: UIN Sunan Kalijaga, 2006). hlm 71
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penyusun tidak melihatnya secara global, hannya meneliti larangan
perkawinan pela gandong di negeri Ihamahu-Amahai di Maluku Tengah

sebagai lokasi penelitian.

. Kerangka Teoretik

Dalam sebuah hadis menjelaskan setiap bayi yang lahir adalah dalam
keadaan fitrah (suci). Dapat dikatakan lingkungan atau faktor
disekelilingnyalah yang membentuk manusia akan seperti apa. Hadis tersebut
digunakan untuk meninjau kembali umat Islam yang berada dalam lingkungan
Kristen dalam memegang teguh asas hukum adat larangan kawin sepela
gandong yang dijalankan oleh negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku

Tengah.

Larangan perkawinan pela gandong antara lhamahu dan Amahai
disebabkan karena perjanjian yang dibentuk nenek moyang Ihamahu dan
Amahai. Secara materi larangan perkawinan pela gandong mencegah anak
negeri lhamahu dan Amahai untuk saling memiliki dengan alasan
perkawinan, karena menurut mereka, mereka adalah saudara sekandung
seperti saudara kandung dari satu ayah dan ibu. Karena itu kedua anak negeri
memang boleh memiliki dalam artian persaudaraan pela gandong, tetapi tidak
biasa memiliki dengan jalan perkawinan, mereka tidak boleh hidup bersama
sebagai suami istri. Hal ini diperkuat dengan adanya hukuman bagi yang
melanggar pejanjian larangan perkawinan pela gandong. Hukumannya bisa

berupa disalele kemudian diarak keliling kampung untuk dipermalukan
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(dicaci maki). Selain itu bagi yang melanggar perjanjian ini dengan
pertimbangan-pertimbangan pengurus saniri, bisa kemungkinan akan terusir

dari negerinya. Mengenai perjanjian larangan perkawinan pela gandong,

Dalam al-Qur'an menjelaskan:
105 aally | 68 ol gial cpdl) Lol by
Y s OIS agall o) 2galls ) 851
Dari surah al-Maidah dan an-Nisa’ di atas jelas bahwa Islam
mewajibkan umatnya untuk menepati semua janjinya baik kepada Allah
maupun janji kepada sesama manusia. Pada surah tersebut dapat di tangkap

bahwa perjanjian larangan perkawinan pela gandong pun harus ditepati

masyarakat Amahai dan Thamahu yang melakukan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya yang menjadi tolak ukur dalam masalah ini adalah
Maslahah dan Mafsadat (Magashid al-Syari'ah) dalam menentukan boleh atau
tidak bolehnya peranjian larangan perkawinan pela gandong. Magashid al-
Sari'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi
umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala
prioritas yang berbeda tetapi saling melengkpi: al-dharuriyyat, al-hajiyyat
dan al-thasinat."* Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip

hukum adat adalah Maslahah Umum. Maslahah dapat ditinjau dari dua segi,

10 Al-Maidah (5): 1.
"' An-Nisa’ (17): 34.

"2 Yudiyan Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika Memabaca Islam Dari Kanada
Dan Amerika. (Jakarta: Pesantern Newesea Press, 2007 ), hlm. 45.
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yaitu suatu yang mendatangkan manfa'at untuk realita kehidupan manusia.
Baik menurut agama, apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat,
karen mudhorat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudhorat itu
tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi
dasar hukum bagi suatu hukum adat. Bahkan Hasbi lebih yakin lagi bahwa
Figh Indonesia akan sangat fleksibel jika didukung oleh perbandingan bersifat
sistematis antara fikih dan hukum adat Indonesia, antara fikih dan syari'at
(agama-agama) lain. Sebaliknya, jika problem yang dihadapi belum pernah
diberikan pemecahannya oleh mujtahid-mujtahid terdahulu, maka Hasbi
menganjurkan agar pendukung Fiqih Indonesia melakukan ijtihad bir-ra'yi,
"yaitu menentukan hukum pada maslahat, kaidah-kaidah kuliah dan illat
(kausa) hukum"."* Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala
aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan
kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka
mendomisili serta iklim yang mempengaruhinya, termasuk adat pela

gandong. Dalam Islam larangan kawin di atur dalam al-Qur'an:

pSle Zlia B (g ailan ) 55585 o (L8 (g ailis O aSiLu (e S ) e (A (S

13 Ibid., him. 41
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Memang dalam ayat al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus aturan
seperti larangan perkawinan pela gandong. Kerena pada zaman nabi tidak ada
larangan kawin seperti ini. Tetapi menurut ayat di atas menjelaskan karena
faktor geneologislah dan hal-hal tertentu maka dilarangnya orang-orang untuk
mengawini.

Berdsarkan penjabaran di atas, penyusun menggunakan al-Qur'an,
Sunnah, serta hadis Nabi, dan Makashid al-Syari'ah. sebagai kerangka teori
dalam penulisa skripsi ini. Tentunya tidak semua praktek hidup masyarakat

ada dasar nasnya, baik al-Qur'an maupun hadis.

F. Metode Penelitian
Pada umumnya suatu karya ilmiyah merupakan hasil dari penyelidikan
secara ilmiyah yang bertujuan menemukan dan menyajikan fakta. Penelitian
ini adalah penelitian yang sifatnya lapangan dengan pengamatan, wawancara
dan juga menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan objek yang
peneliti akan diamati. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

4 An-Nisa’ (4): 23.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field, research), yaitu
penyusun langsung meneliti pelaksanaan larangan perkawinan adat pela
gangdong di Maluku Tengah antara Negeri lhamahu dan Amabhai.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum adat larangan
perkawinan perkawinan pela gandong di daerah Maluku Tengah, (negeri
atau desa Ihamahu dan Amabhai).
3. Pendekatan
Adapun pendektan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data
ini adalah: Pendekatan normatif, yaitu mendekati pelaksanaan pela
gandong yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan
sesuaikah dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak
ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam pada
teks-teks kitab suci al-Qur'an maupun hadis, baik untuk mencari
pembenarannya maupun pencarian norma-norma atas masalah nya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulakan dalam penelitian ini, adalah data kuantitatif
data kualitatif. Pengumpula dikumpulkan melalui:

a. Observasi merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap gejala objek yang diteliti.””

'S Winanno Suharmad, Dasar-dasar dan Teknik Resarch Pengantar Metode Ilmiah
(Bandung: Tarsito, 1978) hlm. 155.
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Pengmatan adalah cara peneliti nengamati guna memperoleh gambaran
mengenai pola hukum larangan kawin pela gandong yang diutarakan
dengan kata-kata yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti
mengadakan penelitian secara langsung di Amahai-lhamahu daerah
maluku tengah.

b. Interview atau wawancara, wawancara merupakan teknik penelitian
yang berguna untuk mendapatkan keterangan tentang kejadian yang
peneliti tidak bisa mengamati secara langsung.'® Metode wawancara
adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk
mengumpulkan data dan informasi yang berwujud keterangan dan
tanggapan secara luas untuk meneliti pengalaman informan, yang
bertujuan mengumpulkan data dan informasi tentang larangan
perkawinan karena hukum adat pela gandong Imahahu dan Amahai
melalui percakapan langsung dengan informan.

Informan yang akan diwawancarai nantinya adalah pranata adat
yaitu saniri-saniri adat, tokoh agama dan masyarakat terkait. yang
diharapkan memberikan keterangan tentang larangan nikah pela
gandong dengan fakta tersebut.

Adapun jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini
adalah interviw bebas terpimpin yaitu cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan dan dijawab langsung dan terbuka, tidak

' To Thromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya (PT: Gramedia, 1984), him. 30.
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terikat pada kerangka pertanyaan melainkan disesuaikan dengan
kebijakan pewawancara dan situasi wawancara dilakukan.

c. Dokumentasi, dalam pengumpulan sumber tertulis, peneliti
menggunakan metode dokumenter, yaitu teknik penyelidikan, yang
diajukan karena penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah
lalu melalui sumber dokumentasi.'” Metode ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan sumber primer dan sekunder, yakni melalui sumber
yang diperoleh dari dokumen, buku, dan arsip. Dari beberapa sumber
yang ada kemudian peneliti menyaring hal-hal yang relevan dengan
topik penelitian.

5. Analisis

Dalam ansalisis skripsi ini penyusun menggunakan analisis data
kualitatif dengan menggunakan metode deduksi.

Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan
bukti khusus terhadap suatu pengertian yang ada sebulumnya. Yakni
mendasarkan acuan teori-teori yang relevan. Adapun dalam prakteknya
analisa dimaksud adalah berlangsung dalam proses deskripsi terhadap
fakta-fakta, sekaligus dalam proses pelaporan hasil penelitian. Laporan itu
sendiri disistematisasikan menurut bab-bab pembahasan, yang setiap bab
dirinci lagi pembahasannya ke dalam pasal-pasal pembahasan. Sistematika
pembahasan diupayakan melalui proses sintesis antara tema-tema yang

tepat berdasarkan gejala-gejala penelitian yang bersifat khusus. Agar

' Sutisno Hadi, Metodologi Research cet 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1982), hlm. 193.
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diketahui bentuk dan pengaruh adat pela gandong untuk mendapatkan

kesimpulannya secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar
lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan
yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa
penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini.
Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung
dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan
dimana posisi penyusun dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian
(berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya
dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoretik, mengangkat pola pikir
atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran
beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini.
Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan
ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi
pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, Hukum perkawinan Islam, yaitu mulai hukum perkawinan,
prinsip agama Islam tentang perkawinan dan larangan perkawinan dalam

Islam.
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Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran
umum tentang profil dan larangan perkawinan pela gandong di negeri
Ihamahu dan Amahai, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, letak
geografis dan keadaan demografis, keadaan penduduk, sumber pendapatan
negeri Amahai, aturan-aturan adat yang diberlakukan dalam Amahai, susunan
masyarakat, sistem kekerabatan, bentuk lembaga dan sistem pemerintahan,
pengertian pela gandong, dasar dan sumber hukum larangan perkawinan pela
gandong, sejarah larangan perkawinan pela gandong Thamahu-Amahai, dan
yang terakhir larangan perkawinan pela gandong Ihamahu dan Amahai.

Bab keempat, merupakan tinjauan analisis terhadap dilarangnya
mengawini karena hukum adat pela gandong di maluku tengah antara negeri
[hamahu dan Amahai dalam pandangan syari‘at Islam prespektif Magashid al-
Syari'‘ah. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang
dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah
serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.

Sedangkan Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan
saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar

pustaka dan lampiran — lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Sebab terjadinya larangan perkawinan pela gandong antara negeri
IThamahu dan Amahai dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan oleh
nenek moyang negeri [hamahu dan Amahai pada zaman dahulu. Dimulai
dari pela tempat sirih yang tidak ada larangan perkawinan, sampai
berubah menjadi pela gandong yang mengakibatkan kedua negeri dilarang
untuk saling mengawini. Perjanjian ini terbentuk dikarenakan kedua negeri
merasa bahwa mereka senasib waktu terkena musibah gempa bumi dan
sunami yang menimpa Amahai dan orang-orang lhamahu yang sedang
dalam perjalanan ke negeri Amahai untuk mengusahakan kayu bangunan,
dari musibah gempa bumi dan sunami inilah mengakibatkan adanya ikatan
perjanjian pela gandong dengan hukum larangan kawin antara kedua
negeri. Hal ini karena menurut mereka lhamahu dan Amahai saling
membutuhkan sebagai saudara kandung dari satu bapa dan satu Ibu.
Perjanjian larangan perkawinan pela gandong ini bukan merupakan
perjanjian biasa, perjanjian ini adalah perjanjian hakiki yang bersifat
geneologis antara negeri lhamahu dan Amahai. Perjanjian larangan
perkawinan pela gandong yang dibuat nenek moyang mereka ini dipegang
teguh oleh mereka dan selanjutnya akan diwariskan kepada anak cucu

mereka.

100
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2. Bila dilihat perjanjian larangan perkawinan dari sudut pandang Islam
maka Islam membolehkan perjanjian ini, hal ini dapat dilihat dalam al-
Qur'an surah at-Taubah ayat 9, ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika
umat Islam melakukan perjanjian dengan orang kafir dan orang-orang
kafir itu tidak melanggar perjanjian, menghianati dan membantu musuh-
musuhnya maka seorang muslim wajib menepati perjanjian tersebut
sampai batas waktunya. Lebih jelasnya bila dikaji dalam Magashid al-
Syari'ah, maka makna larangan perkawinan pela gandong sebagai sebuah
tujuan sekunder untuk negeri Ihamahu dan Amahai. Karena larangan
perkawinan pela gandong ini memiliki makna yang sangat penting untuk
solidaritas atau kepedulian kedua negeri sebagai saudara sekandung untuk
saling membantu. Sedangkan tanpa larangan perkawinan pela gandong
kedua negeri tidak akan mengalami kehancuran, tetapi hubungan kedua
negeri akan mengalami kesulitan-kesulitan, seperti kurangnya kepedulian
untuk saling membantu antara kedua negeri dan hubungan kedua negeri
akan berubah menjadi hubungan biasa, hal ini dapat dilihat dengan
masyarakat Thamahu dan Amahai yang memegang teguh makna larangan
perkawinan pela gandong di hati mereka masing-masing. karena melihat
lebih besar maslahatnya dibandingkan mudharatnya maka secara
Magqashid al-Syari'ah hal ini dibolehkan yaitu mengharamkan yang halal
dalam larangan perkawinan pela gandong. Pengharaman perkawinan pela
gandong dalam Islam disini tidak bersifat abadi, melainkan tergantung

maslahat dan mudharatnya dalam suatu keadaan. Dan ketika larangan
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perkawinan pela gandong tidak lagi mendatangkan suatu kemaslahatan

maka hal ini tidak dibolehkan untuk dipertahankan.

B. Saran

1L,

IThamahu dan Amahai sebagai negeri yang memegang asas larangan
perkawinan pela gandong, sebaiknya juga lebih toleril kepada orang-
orang yang melanggar larangan perkawinan pela gandong tersebut, agar
mereka tidak merasa terdiskriminasikan dari negeri mereka sendiri.
Pertimbangan tersebut dengan melihat kebaikan untuk mereka yang
melanggar dan bagaimana pengaruh baiknya untuk negeri sendiri dalam
mempertahankan larangan perkawinan pela gandong.

Perlu  ditingkatkan lagi kinerja  saniri-saniri negeri dalam
membudidayakan adat pela gandong. Bisa dengan melakukan kajian-
kajian ulang adat setempat, khususnya hukum larangan perkawinan pela
gandong atau membukukan larangan perkawinan pela gandong seirama
dengan perkembangan zaman, situasi dan keadaan masyarakat setempat.
Sebaiknya pemerintah Maluku Tengah melakukan pembukuan hukum
larangan perkwinan pela gandong untuk negeri-negeri atau desa yang
ada di maluku tengah. Karena sangat disayangkan hukum larangan
perkawinan pela gandong yang telah tertanam lama pada negeri-negeri
di maluku yang memiliki makna positif ini jarang dibukukan atau
dikembangkan dengan kajian-kajian ilmiah pada dunia akademik. Pada

akhirnya ditakutkan akan menimbutlkan kerancuan adat istiadat maluku
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mengenai larangan perkawinan pela gandong karena jarang di kaji
secara khusus.

Sebaiknya sekolah-sekolah di Maluku memasukkan juga pelajaran adat
atau budaya Maluku, agar anak-anak Maluku mengetahui adat atau
budaya aslinya sejak dini. Tanpa cara ini ditakutkan, anak-anak Maluku

akan asing dengan budaya dan adatnya sendiri.
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DAFTAR TERJEMAHAN

No

HLM

TERJEMAHAN

11

BAB I

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah janji-janji itu.

11

Tepatilah  janji, sesungguhnya janji itu pasti  diminta
pertanggungjawabannya.

13

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu
yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu
istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

20

BAB II

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

20

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat.

21

"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, tela berkata kepada kami
Rasullah s.a.w: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu
yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka
sesungguhnya kawin itu mendatangi pendangan (terhadap yang
dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang
tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai
baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

21

Adalah Rasullah s.a.w. melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa
kawin, dan beliau bersabda: "Kawinilah olehmu wanita-wanita yang
mecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah
dengan banyaknya kamu itu terhadap Nabi-Nabi yang lain di hari
kiamat" (H.R. Bukhari Dan Ibnu Hibbah).

22

Hendaklah menahan diri orang-orang yang tidak memperoleh (alat-
alat) untuk nikah, hingga Allah mencukupkan dengan sebagian
karunia-nya

31

Besabda Rasullah s.a.w.,: "Wahai sekallian manusia, sesungguhnya
aku telah mengizinkan kamu untuk beristimta' (melakukan kawin
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Mut'ah) dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan
yang demikian sampai hari kiamat". (H.R. Muslim dan Ahmad)

10

32

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Ttulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

11

32

Dari Aisya r.a., ia berkata: "Seorang laki-laki telah mentalak isterinya
tiga kali, kemudian seorang laki-laki (lain) mengawini bekas isteri itu
dan mentalnya sebelum mencampurinya. Maka bekas suami yang
pertama bermaksud hendak mengawini bekas isterinya itu kembali,
lalu ditanyakan hal yang demikian kepada Rasullah s.aw., beliau
menjawab: "tidak boleh kawin, sehingga suami yang terlahir
merasakan madu bekas isteri itu (mencampuri), namun yang dirasakan
suami yang pertama". (H.R. Bukhari dan Muslim).

12

33

Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata: "Rasullah s.a.w. bersabda: Allah
melaknati muhallil dan muhallal lah. (H.R. Ahmad, an Nasa-i at
Turmuzi dan dinyatakannya shaheh).

13

33

Dari "Ugbah bin 'Amir, ia berkata, 'berkata Rasullah s.a.w.: '
Ketahuilah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang kambing jantan
yang dipinjam? Sahabat berkata: "Mau ya Rasullah". Berkata
Rasullah: "Ialah muhallil. Allah melaknati muhallil dan muhallal lah".
(H.R. Ibn Majah).

14

35

Dari Nafi' dari Ibnu "Umar r.a. ia berkata: "Rasullah telah melarang
syighar". (H.R. Bukhari dan Muslim).

15

83

BAB IV

kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun
(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya
sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertaqwa.

16

83

Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap
golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.
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DAFTAR WAWANCARA

. Apa penyebap Thamahu dan Ambhai dilarang kawin?

Jawaban

Ihamahu dan Amahai dilarang kawin karena mereka saudara sekandung,
layaknya saudara kandung dari satu ayah dan Ibu. Larangan perkawinan ini
dikarenakan adanya perjanjian yang dilakukan nenek moyang Ihamahu dan
Amahai pada zaman dahulu, Nenek moyang lhamahu dan Nenek moyang
Amahai mengkrarkan janjian sesuai kesepakatan bersama bahwa mereka
adalah saudra sekandung yang akan saling membantu dan larangan kawin bagi

mereka dan anak cucu mereka untuk saling kawin mengawini.

. Bagaimana tanggapat bapa mengenai larangan perkawinan karena adanya
perjanjian pela gandong diterapkan..? Kalo Baik Kenapa/Kalo tidak baik

kenapa.?

. Apakah pernah Larangan Kawin Karena Pela Gandong ini dilanggar oleh
Negeri Sepela Antar Imahahu dan Amahai...? Berapa Kali...?

Jawaban

Kasus yang Terjadi antara Heri dan Marete melakukan pelanggaran kawin
tersebut. Beberapa marga yang pernah melanggar perjanjian tersubut adalah
bermarga:

- Watimuri Pelemuri

- Salusi

- Watimena Hipipeu

- Sapalua Sapasali
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Dari perjanjian ini dibuat Sampai tahun 2008 baru tiga kali terjadi pelanggaran,

Pelanggaran ini dilakukan pada tahun 1950 dan tahun 1960.

4. Ada tidaknya pengecualian agar saudara sepela bisa/dapat dinikahkan...?
Jawaban
Tidak ada pengecualian untuk Irangan perkawinan pela gandong ini. Yang

melanggar akan dihukum dengan di salele.

5. Kalau perjanjian ini dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, sangsi apakah yang
akan diterapkan kepada orang tersebut...?

Jawaban

- Biasanya yang melakukan pelanggaran dari kalangan anak muda,
beralasan cinta.

- Kalau ada nikah sepela bisanya akan keluar dari negeri tersebut, tapi hal
ini tidak biarkan oleh petua adat/petinggi-petinggi adat, mereka yang
melakukan pelanggaran ini akan dicari hingga ketemu, dikembalikan ke

kampung untuk menjalani hukuman tersebut salele.

6. Usaha apasajakah yang sudah dilakukan agar perjanjian ini tetap utuh
dilanjutkan generasi lanjutan/ anak cucu Imahahu dan Amahai..?
Jawaban:

- Biasanya perayaan hari jadi pela gandong Ihamahu dan Amahai akan
selalu dibcakan aturan-aturan pela gandong tersebut, yang salah satunya
dibacakan larangan perkawinan antara lhamahu dan Amabhai.

- Anak-anak Thamahu dan Amahai biasanya diingatkan oleh oleh orang
tua mereaka bahwa kedua negeri adalah saudara sekandung, oleh karena

itu mereka tidak boleh jatuh cinta apalagi kawin.
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- Hukuman salele pun sengaja diadakan untuk memberikan peringatan
kepada Anak-anak negeri, bagaimana akibat dari melanggar aturan

larangan perkawinan pela gandong tersebut.

7. Apasaja manfa'at dari Larangan Kawin Pela Gandong diterapkan..?
Jawaban
Larangan pela gandong diterapkan untuk kedua negeri, karena larangan
perkawinan ini mempunya makna bahwa kedua negeri mempunyai makna
saudara sekandung. Yang harus menjaga dan melindungi satu sama lain,

dimanapun dan kapan pun itu.

8. Apakah larangan perkawinan pela gandong ini hannya untuk agama tertentu
saja ataukah untuk semua agama yang ada di sini?
Jawaban
Lrangan pela gandong ini diterapkan untuk semua agama yang ada disini,
hukum adat ini tidak memandang agama apa, asalkan di penduduk asli atau
yang tinggal menetap disini maka dia wajib menjalankan hukum adat larangan

perkawinan pela gandong.

9. Sebenarnya hukum adat yang lebih dominan ataukah hukum agama?
Jawaban
Hukum agama dan hukum adat disini berjalan secara beraamaan dan saling

mengiringi.
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